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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan pajak, pemahaman 

perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak pada pelaku UMKM di Kabupate Grobogan. Jenis data yang digunakan 

adalah jenis data primer. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini dalaha 

menggunakan metode purposive sampling dengan menggunakan rumus slovin. 

Responden terdiri dari 100 wajib pajak UMKM yang tersebar di wilayah Kabupaten 

Grobogan. Metode pengumpulan data melalui pengisian google form maupun 

kuesioner. Teknik analisis data mengunakan analisis regresi linier berganda dengan 

bantuan program SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 

Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM. Kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi pajak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 

Kata Kunci: Tax Knowledge, Tax Understanding, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, 

and Taxpayer Compliance. 
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ABSTRACT 

This study aims to determine tax knowledge, tax understanding, taxpayer 

awareness, and tax sanctions on taxpayer compliance in MSME actors in Grobogan 

Regency. The type of data used is primary data. The technique used in this study is to use 

the purposive sampling method using the slovin formula. Respondents consisted of 100 

MSME taxpayers spread across Grobogan Regency. The data collection method was 

through filling out google forms and questionnaires. The data analysis technique used 

multiple linear regression analysis with the help of the SPSS 25 program. The results of the 

study showed that tax knowledge had a positive and significant effect on MSME taxpayer 

compliance. Tax understanding had a positive and significant effect on MSME taxpayer 

compliance. Taxpayer awareness had a negative and significant effect on MSME taxpayer 

compliance. Tax sanctions had a positive and significant effect on MSME taxpayer 

compliance. 

Keywords: Tax Knowledge, Tax Understanding, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, and  

    Taxpayer Compliance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Suatu negara pasti memiliki sumber pendapatan yang digunakan untuk 

mendanai proses pembangunan. Termasuk di Indonesia salah satu sumber 

pendapatan negaranya adalah pajak, yang dimana dana dari pendapatan negara 

selanjutnya akan dialokasikan untuk pembangunan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia pajak merupakan sumber utama 

penerimaan negara, sekitar 70% penerimaan negara bersumber dari pajak itu 

sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan jantungnya negara.  

Di Negara Indonesia tanpa adanya pajak aktivitas negara akan sulit dicapai. 

Program pembangunan nasional pemerintah terus berkembang dari tahun ke tahun. 

Dengan pertumbuhan tersebut, maka akan terjadi peningkatan jumlah dana yang 

dibutuhkan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan 

kepentingan negara. Dalam hal ini pajak digunakan untuk untuk membiayai 

anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara tersebut, 

maka dari itu untuk mencapai pembangunan nasional sangat penting perlunya 

kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Sebuah negara harus memberikan 

pelayanan yang terbaik kepada masyarakat agar selanjutnya masyarakat dapat ikut 

serta berpartisipasi dalam kegiatan perpajakan. Meningatkan kepatuhan pajak bagi 

masyarakat menjadi salah satu dampak positif dalam mewujudkan pembangunan 

nasional (Ramadhani & Hasbiyah, 2024). 
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Peningkatan penerimaan pajak tidak lepas dari peran serta wajib pajak 

dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pelaksanaan pajak di Indonesia 

didukung oleh sistem self-assessment dimana wajib pajak menghitung, menetapkan 

menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, 

ketetapan pembayaran pajak tergantung pada kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan 

wajib pajak menjadi isu penting di Indonesia. Ketidakpatuhan yang dilakukan wajib 

pajak dapat menimbulkan kemauan untuk melakukan tindakan penghindaran, 

pengelakan dan pengabaian terhadap kewajiban dalam membayar pajak (Irham et 

al., 2023).  

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau sering disebut dengan UMKM 

dianggap sebagai penyelamat dalam proses perekonomian Indonesia, yang 

menentukan laju pertumbuhan ekonomi dan mampu menyerap tenaga kerja, karena 

UMKM mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian di 

Indonesia. Setiap tahunnya jumlah UMKM terus bertambah. Dengan semakin 

banyaknya UMKM di Indonesia, diharapkan dapat membantu meningkatkan 

penerimaan pajak. UMKM juga menjadi salah satu sumber peningkatan pendapatan 

negara di bidang perekonomian Indonesia. UMKM mempunyai potensi yang cukup 

signifikan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Sebagai pelaku 

UMKM ada kewajiban yang harus dipenuhi yaitu kewajiban membayar pajak. 

Pembayaran pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap 

wajib pajak, termasuk para pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Kepatuhan wajib pajak UMKM menjadi sangat penting dalam konteks 

pertumbuhan ekonomi dan keberlajutan fiskal suatu negara. Namun pada 
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praktiknya, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM seringkali masih rendah. Hal ini 

tidak lepas dari peran masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak khususnya 

para pelaku UMKM ( Andre Rafael, 2024). 

Sebagai salah satu entitas bisnis yang menopang perekonomian di 

Indonesia, jumlah UMKM selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Menurut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah pada 

tahun 2024, pertumbuhan UMKM di Jawa Tengah juga terus mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data statistik, pertumbuhan UMKM 

di Provinsi Jawah Tengah dari tahun 2020 – 2024 digambarkan dengan grafik 

sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Data UMKM Provinsi Jawa Tengah 

 

Sumber: dinkop-umkm.jatengprov.go.id, 2024 

Dapat dilihat pada gambar grafik diatas bahwa jumlah UMKM di Provinsi 

Jawa Tengah selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 jumlah 

167,391

173,431

180,579

187,746

191,689
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UMKM di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 167,391 unit, tahun 2021 sebanyak 

173,431 unit, dan terus meningkat sampai sekarang tahun 2024 yaitu sebanyak 

191,689 unit.  

 Berdasarkan keterangan Kabid UKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah menyebutkan bahwa jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) di Kabupaten Grobogan itu sendiri mencapai 59.600 unit. Dari jumlah 

tersebut, mayoritas pelaku usaha bergerak pada sektor makanan yang mencapai 

12.324 unit sementara 47.276 unit lainnya terbagi dalam 8 kategori usaha 

(Grobogjateng.id, 2023). Namun dilihat dari segi kuantitasnya, berdasarkan data 

anggota SIDATAKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten 

Grobogan hanya 36,393 unit UMKM yang baru terdaftar. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten 

Grobogan masih tergolong rendah. Maka dari itu Pemerintah terus memberikan 

dukungan kepada para pelaku UMKM untuk mendorong peningkatan kepatuhan 

wajib pajak. Salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam mendorong 

pertumbuhan dan penguatan sektor UMKM adalah dengan penurunan PPh Final 

UMKM yang semula 1% sekarang menjadi 0,5 % yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Selain itu berdasarkan data Kementerian 

Koperasi dan UKM, UMKM merupakan salah satu pilar terpenting dalam 

perekonomian Indonesia. Saat ini, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan 

kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07 persen atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. 

Kontribusi UMKM terhaap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan 

menyerap sekitar 117 juta pekerja atau 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, 
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serta menghimpu sampai 60,4 persen total investasi. Namun, kontribusi dalam 

penerimaan pajak dan jumlah wajib pajak dari UMKM masih juga tergolong sedikit 

(pajak.go.id). 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor 

penggerak bagi pertumbuhan ekonomi. Sektor ini memiliki potensi yang sangat 

besar terhadap penerimaan pajak. Oleh karena itu hal ini menjadi peluang yang baik 

terhadap penerimaan pajak UMKM. Akan tetapi potensi yang besar tentu juga 

memiliki tantangan yang besar pula, yaitu menumbuhkan kepatuhan wajib pajak 

bagi para pelaku UMKM. Minimnya pengetahuan pajak dinilai menjadi salah satu 

faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak 

dapat diartikan sebagai informasi yang diperoleh melalui pendidikan atau 

pengalaman dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam membentuk tindakan 

seseorang. Contonya seperti memberikan sosialisasi kepada para pelaku UMKM 

terkait tentang perpajakan. Faktor tersebut menjadi langkah awal bagi para pelaku 

wajib pajak dalam mematuhi ketentuan peraturan perpajakan. Wajib pajak akan 

cenderung mematuhi ketentuan peraturan perpajakan dikarenakan tingkat 

pengetahuan tersebut memberikan arahan dan akan mendorong para pelaku wajib 

pajak kearah kepatuhan. Berdasarakan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2020) 

hasil menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan pajak UMKM. Menurut penelitian Yanti Dama & Wijaya (2023) pajak 

juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun 

berdasarkan penelitian yang dilakukan Hantanto et al. (2021) hasilnya menyatakan 

bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 
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kepatuhan pajak UMKM. Pengetahuan pajak tidak memberikan dampak positif 

dalam meningkatkan kepatuhan pajak.  

Selain pengetahuan pajak, pemahaman terkait pajak juga menjadi faktor 

yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Pemahaman pajak merupakan 

kemampuan wajib pajak untuk memahami makna dari informasi yang sudah 

didapatkan dengan ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Pemahaman pajak ini sangat penting untuk memastikan kewajiban pajak dipenuhi 

dengan benar dan tepat waktu. Berdasarkan penelitian Wulandini & Srimindarti 

(2023) hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dalam penelitian yang 

dilakukan Karlinah et al. (2024) menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh yang 

signifikan dan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun berdasarkan 

penelitian Caroline et al. (2023) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Faktor lainnya adalah kesadaran wajib pajak, yaitu keadaan dimana wajib 

pajak mengetahui dan menerapkan peraturan perpajakan sesuai dengan aturannya. 

Jika pengetahuan dan kesadaran meningkat maka tingkat kesadaran wajib pajak 

juga akan meningkat sehingga diharapakan kepatuhan para pelaku wajib pajak juga 

meningkat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Riyanti & Sudarmawanti 

(2022) kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM. Dan berdasarkan penelitian Pranandika & Jaeni (2023) bahwa kesadaran 

pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan ajib pajak UMKM. 
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Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Faidani et al. (2023) kesadaran 

wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan waji pajak. 

Faktor lain yang dapat dilakukan untuk mendorong tingkat kepatuhan wajib 

pajak adalah dengan memberikan adanya sanksi pajak. Hal tersebut merupakan 

bentuk konskuensi dari ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perpajakan. 

Konsekuensi tersebut dapat berupa sanksi yang berupa sanksi administratif hingga 

sanksi pidana. Hal ini dapat mendorong kepatuhan wajib pajak karena para pelaku 

wajib pajak cenderung takut ketika ada ancaman berupa sanksi atas ketidakpatuhan 

wajib pajak. Cara yang dilakukan para pelaku wajib pajak biasanya adalah 

ketidakjujuran dalam melaporkan pajaknya. Cara ini juga berkaitan dengan 

pengetahuan pajak, pemahaman pajak dan juga kesadaran wajib pajak terhadap 

ketentuan perpajakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2020) 

bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dalam 

penelitan Pranandika & Jaeni (2023) sanksi pajak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dan berdasrakan penelitan 

Andreansyah & Farina (2022) sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM. Artinya, sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

UMKM.  

Dengan adanya fenomena gap tentang kepatuhan wajib pajak UMKM dan 

perbedaan hasil penelitian dari penelitian terdahulu maka peneliti terdorong untuk 

melakukan penelitian terkait dengan “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemahaman 

Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM (Studi kasus pada UMKM di Kabupaten Grobogan). penelitian ini 
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mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Wulandini & Srimindarti (2023). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya diantaranya hasil repliksi 

dari penelitian-penelitian sebelumnya, seperti penambahan variabel independen 

yaitu pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak. Keberadaan pengetahuan pajak 

dan kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang dapat membantu para pelaku 

wajib untuk mendorong dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adanya 

perbedaan penggunaan teori dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori atribusi 

yang relevan dalam penelitian ini, dikarenakan teori dapat membantu memotivasi 

dan persepsi wajib pajak tentang kepatuhan wajib pajak. Serta perbedaan lainnya 

juga terletak pada subjek penelitian yaitu pada para pelaku wajib pajak UMKM di 

wilayah Kabupaten Grobogan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka 

rumusan masalah yang didapatkan dalam penelitian ini adalah ‘’Bagaimanakah 

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan 

Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi kasus pada UMKM 

di Kabupaten Grobogan)?’’ 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarakan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitan ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM di Kabupaten Grobogan. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM di Kabupaten Grobogan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM di Kabupaten Grobogan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM di Kabupaten Grobogan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat yang diharapakan pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1) Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bisa rmenambah wawasan dan menjadi referensi 

bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian terkait 

variabel tentang pengaruh pengetahuan pajak, pemahaman perpajakan, 

kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak sebagai variabel independent dan 

kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai variabel dependen. 

2) Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

pengetahuan dan pengalaman dalam penerapan ilmu akuntansi, serta 

dapat memberikan manfaat terkait dengan kepatuhan wajib pajak 

UMKM. 

b. Bagi Peneliti Selanjutya, Penelitian ini diharapakn mampu menjadi 

salah satu sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan 

tentang pengaruh pengetahuan pajak, pemahaman perpajakan, 
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kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM di Kabupaten Grobogan. 

c. Bagi Pemerintah, Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

usaha dalam kebijakan perpajakan yang tepat dalam meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak UMKM. 

d. Bagi Wajib Pajak UMKM, Penelitian ini diharapkan mampu 

meningkatkan tentang pentingnya kapatuhan wajib pajak dalam 

membayar pajak UMKM terhadap penerimaan negara.



 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Teori Atribusi (Attribution Theory)  

 Teori atribusi atau attribution theory merupakan teori yang menjelaskan 

mengenai perilaku manusia. Heider (1958) menyatakan bahwa teori atribusi adalah 

teori yang dihasilkan dari pengamatan terhadap stimulus yang diberikan kepada 

lingkungan, stimulus tersebut menimbulkan respon positif baik dari diri sendiri 

maupun dari individu yang menirunya. Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang 

akan mencoba menentukan mengapa seseorang melakukan apa yang mereka 

lakukan. Robbins (2017) menyatakan bahwa teori ini juga menjelaskan bahwa 

perilaku seseorang dipengaruhi oleh kekuatan internal dan eksternal. Perilaku yang 

disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali 

pribadi individu, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah 

perilaku yang dipengaruhi oleh pihak luar yang artinya individu akan terpaksa 

berperilaku karena keadaan. Terdapat tiga faktor dalam penentuan perilaku yang 

disebabkan secara internal maupun eksternal yaitu sebagai berikut:  

1. kekhususan, yaitu merujuk pada sejauh mana seseorang menunjukkan 

perbedaan dalam reaksinya terhadap berbagai peristiwa yang berbeda. Hal 

ini berkaitan dengan apakah individu tersebut cenderung merespons dengan 

cara yang serupa di masa lalu dalam berbagai situasi yang berbeda. Jika 

seseorang memberikan respon yang sama terhadap peristiwa yang berbeda, 
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maka disimpulkan bahwa orang tersebut memiliki tingkat kekhususan yang 

rendah.    

2. Konsensus, yaitu jika setiap orang mempunyai sudut pandang yang sama 

mengenai reaksinya terhadap perilaku seseorang dalam situasi yang sama. 

Jika konsesusnya tinggi, hal ini termasuk atribusi internal dan sebaliknya 

jika konsesusnya rendah termasuk atribusi eksternal. 

3. Konsistensi, yaitu jika seseorang menilai perilaku orang lain dengan respon 

yang sama secara berulang kali. Secara konsisten suatu perilaku, maka 

semakin banyak orang yag akan mengaitkannya dengan sebab-sebab 

internal.  

Selain itu Santrock (2003) menjelaskan bahwa teori atribusi adalah 

pandangan untuk menemukan dan memahami penyebab perilaku seseorang. 

Raharjo (2012) menyebutkan teori atribusi merupakan suatu proses dimana 

seseorang dapat membuat kesimpulan tentang faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi perilaku orang lain atau diri sendiri. Dalam konteks kepatuhan wajib 

pajak, hal ini berkaitan dengan kedudukan wajib pajak dalam melakukan 

perpajakan itu sendiri. Persepsi seseorang dalam menilai orang lain sangat 

dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal orang tersebut. Teori atribusi sering 

dihubungkan dengan perilaku seseorang tentang bagaimna wajib pajak dapat 

mematuhi pajak karena dorongan dari diri sendiri seperti pemahaman perpajakan 

dan kesadaran wajib pajak itu sendiri atau lingkungan sekitarnya seperti 

pengetahuan pajak dan sanksi pajak tersebut.  
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2.2 Variabel Penelitian 

2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Irawati and Sari (2019) kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah 

sikap taat, patuh dan tunduk dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang 

berlaku. Oleh karena itu, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang mentaati, 

memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 yang mengatur 

tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak yang 

ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dijelaskan bahwa: 

a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat pemberitahuan. 

b) Tidak memepunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali 

tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda 

pembayaran pajak. 

c) Laporan keuangan telah diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga 

pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa 

Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. 

d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan 

berasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.  

Menurut Rahayu (2019)  terdapat 4 (empat) indikator kepatuhan wajib pajak 

diantaranya: 
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1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, artinya wajib pajak yang 

memenuhi syarat subjektif dan obyektif wajib mendaftar pada Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) terdekat dengan tempat tinggal atau tempat kegiatan 

usahanya dan kemudian untuk mendapatkan NPWP. Yang dimaksud dengan 

persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan 

mengenai subjek pajak yang terdapat dalam Undang-Undang Pajak 

Penghasilan 1984 dan perubahannnya, sedangkan persyaratan objektif yang 

dimaksud adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau 

memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan 

pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak 

Penghasilan 1984 dan perubahannnya. 

2. Kepatuhan wajib pajak dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, 

artinya pajak yang telah dihitung kemudian dibayarkan dan disetorkan ke 

kas negara.  

3. Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan, artinya kewajiban 

wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak yang masih terutang dan 

belum dilunasi setelah jatuh tempo oleh wajib pajak. 

4. Kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan 

Pajak (SPT), artinya para pelaku wajib pajak wajib untuk mengisi dan 

menyampaikan SPT kepada KPP dengan dengan bats waktu paling lambat 

20 hari setelah akhir masa pajak, dedangkan SPT tahunan paling lambat 

yaitu 3 bulan untuk wajib pajak pribadi dan 4 bulan untuk wajib pajak badan 

setelah akhir tahun pajak.  



 

15 
 

2.2.2 Pengetahuan Pajak 

Pengetahuan pajak merupakan kemampuan dasar seseorang dalam 

memahami perpajakan bagi wajib pajak mengenai hukum, undang- undang dan tata 

cara perpajakan yang benar sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku (Wardani 

& Rumiyatun, 2017). Selain itu dalam penelitiannya Rahayu (2017) menjelaskan 

bahwa pengetahuan pajak adalah kemampuan yang dimilliki seseorang dalam 

memahami peraturan peraturan perpajkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

dan mengenali manfaat perpajakan secara umum. Sedangkan menurut Damanjati 

(2015) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan 

seseorang atau para pelaku wajib pajak dalam memahami perpajakan sesuai dengan 

peraturan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan perpajakan dapat diperoleh 

dengan melalui pendidikan formal, pelatihan mapun sosialisasi mengenai pajak. 

Menurut Widayanti dalam penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah (2016) 

indikator pengetahuan pajak dijelaskan sebagai berikut: 

1. Mengetahui peraturan tentang perpajakan yang bisa didapatkan melalui 

sosialisasi atau pelatihan pajak. 

2. Mengetahui tentang hak dan kewajiban perpajakan sebagai pelaku wajib 

pajak. 

3. Mengetahui kepemilikan NPWP sebagai salah satu sarana yang digunakan 

untuk administrasi perpajakan. 

4. Mengetahui tentang sanksi pajak apabila pajak tidak dibayar oleh wajib 

pajak. 
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5. Mengetahui tentang perhitungan PKP, PTKP, dan tarif pajak kemudian 

wajib pajak mampu melaporkan kewajiban membayar pajak yang baik dan 

benar. 

2.2.3 Pemahaman Perpajakan 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ningsih et al. (2022)  pemahaman 

perpajakan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk 

memahami dan mengetahui aturan tentang prosedur dalam pajak serta dapat 

menerapkannya pada saat membayar pajak dan melaporkan SPT. Selain itu menurut 

Agustiningsih (2016) pemahaman perpajakan merupakan pengetahuan dan pola 

pikir wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannnya untuk memberikan 

kontribusi kepada pemerintah dalam menjamin pemerataan dan kesejahteraan guna 

untuk memenuhi kebutuhan pendaan dan mencapai kesejahteraan nasional. Apabila 

wajib pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai kewajiban perpajakan dan 

pembayaran pajak, maka tingkat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

pembayaran pajaknya juga akan semakin tinggi (Herdiatna & Lingga, 2022). 

Menurut penelitian Ningsih & Saragih (2020) terdapat 3 jenis indikator 

mengenai pemahaman perpajakan yaitu sebagai berikut: 

1. Pemahaman mengenai ketentuan umum perpajakan dan tata cara 

perpajakan. 

2. Pemahaman mengenai sistem perpajakan. 

3. Pemahaman mengenai tarif pajak. 
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2.2.4 Kesadaran Wajib Pajak 

Kesadaran wajib pajak menggambarkan tindakan wajib pajak dalam 

mengetahui dan memahami perpajakan. Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya didasari dengan pengetahuan dan pemahaman, seperti mengetahui 

dan memahami pengertian pajak, fungsi dan peranan pajak dalam suatu negara, dan 

memahami hak-haknya serta kewajiban wajib pajak. Menurut penelitian Suandy 

(2011) kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak yang bersedia memenuhi 

kewajiban perpajakannya, seperti mencatat, menghitung, membayar, dan 

melaporkan jumlah pajak yang terutang.  

Berdasarkan penelitian Muliari & Setiawan (2011) terdapat 5 jenis indikator 

untuk memahami tingkat kesadaran pajak yaitu sebagai berikut: 

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan. 

2. Mengetahui fungsi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara. 

5. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan sukarela serta 

melaporkan pajak dengan benar. 

2.2.5 Sanksi Pajak 

 Sanksi pajak merupakan salah satu bentuk hukuman atas ketidakpatuhan 

wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Sanksi pajak diberikan 

kepada para wajib pajak apabila melakukan keterlambatan atau pelanggaran. 



 

18 
 

Fungsi adanya sanksi pajak adalah sebagai alat mencegah wajib pajak untuk 

melanggar ketentuan dalam membayar pajak. Sanksi pajak telah diatur di dalam 

ketentuan perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara perpajakan. Dengan adanya peraturan tersebut maka pemerintah 

memiliki dasar untuk memberikan sanksi tegas kepada para pelaku wajib pajak 

yang melanggar atau tidak patuh dalam membayar pajak (Putra, 2020). Menurut 

penelitian Supriatiningsih & Jamil (2021) terdapat dua macam sanksi dalam pajak, 

yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administratif adalah sanksi yang 

dikenakan dengan melakukan pembayaran kerugian financial kepada negara karena 

pelaksaan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan sanksi pidana 

merupakan sanksi yang berupa penyiksaan atau penderitaan dan tameng hukum 

untuk mematuhi perpajakan.  

Berdasarakan penelitian yang dilakukan  Smith & Rahayu (2010) 

menjelaskan terdapat 4 jenis indikator mengenai  sanksi pajak yaitu sebagai berikut:  

1. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas. 

2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (not arbitrary), tidak ada 

toleransi. 

3. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang. 

4. Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera. 
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2.3 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu menegnai kepatuhan wajib pajak 

sebagai salah satu referensi untuk penelitian yang sedang dilakukan, yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 
Judul Penelitian, 

Nama, Tahun 
Variabel Hipotesis Hasil 

1 Meningkatkan 

Kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM 

Pada Era New 

Normal Melalui 

Pemebrian 

Insentif Pajak, 

Peningkatan 

Kondisi 

Keuangan Dan 

Kesadaran Pajak. 

(Riyanti & 

Sudarmawanti, 

2022) 

Dependen: 

• Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Independen: 

• Insentif 

Pajak 

• Kondisi 

Keuangan 

• Kesadaran 

Pajak 

H1:  Insentif 

pajak 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak 

UMKM 

H2: Kondisi 

keuangan 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak 

UMKM 

H3: 

Kesadaran 

pajak 

berpengaruh 

positif 

Insentif pajak dan 

kesadaran 

perpajakan 

berpengaruh 

positif terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak UMKM, 

sedangkan kondisi 

keuangan secara 

statistik tidak 

berpengaruh 

terhadap UMKM 

pada era new 

normal. 
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terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak 

UMKM 

2 Kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM: 

Pengetahuan 

Pajak, Sanksi 

Pajak, Dan 

Modernisasi 

Sistem. (Putra, 

2020) 

Dependen: 

• Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Independen: 

• Pengetahuan 

Pajak 

• Sanksi Pajak 

• Modernisasi 

Sistem. 

 

H1: 

Pengetahuan 

pajak 

memiliki 

pengaruh 

terhadap 

kepatuhan 

Wajib Pajak 

H2: Sanksi 

pajak 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

kepatuhan 

Wajib Pajak 

H3: 

Modernisasi 

sistem 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

kepatuhan 

Wajib Pajak 

Penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa terdapat 

pengaruh positif 

baik secara parsial 

maupun secara 

simultan dari 

ketiga variabel 

independen yakni 

pengetahuan 

pajak, sanksi 

pajak, dan 

modernisasi 

sistem terhadap 

kepatuhan pajak. 

3 Peran Tax 

Amnesty Sebagai 

Pemoderasi Pada 

Independen: 

• Kepatuhan 

Wajib Pajak 

H1: sanksi 

perpajakan 

berpengaruh 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa sanksi 
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Sanksi 

Perpajakan Dan 

Kesadaran Wajib 

Pajak Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak (Studi 

Empiris Pada 

UMKM Kota 

Semarang. 

(Pranandika & 

Jaeni, 2023) 

Dependen:  

• Sanksi 

Perpajakan 

• Kesadaran 

Wajib Pajak 

Moderasi:  

• Tax Amnesty 

terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak 

H2: 

kesadaran 

wajib pajak 

berpengaruh 

terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak 

H3: tax 

amnesty 

berpengaruh 

terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak 

H4: tax 

amnesty 

mampu 

memoderasi 

sanksi 

perpajakan 

terhadap 

kapatuhan 

wajib pajak 

H5: tax 

amnesty 

mampu 

memoderasi 

kesadaran 

wajib pajak 

perpajakan, 

kesadaran wajib 

pajak dan tax 

amnesty 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak UMKM. 

Sedangkan tax 

amnesty tidak 

memoderasi pada 

sanksi perpajakan, 

kesadaran wajib 

pajak terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak UMKM. 
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terhadap 

kapatuhan 

wajib pajak 

4 Analisis 

Pengaruh Insentif 

Pajak, Sanksi 

Pajak Dan 

Pelayanan Pajak 

Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM. 

(Andreansyah & 

Farina, 2022) 

Dependen: 

• Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Independen: 

• Insentif Pajak 

• Sanksi Pajak 

• Pelayanan 

Pajak 

H1: Insentif 

pajak 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak 

UMKM 

H2: Sanksi 

pajak 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak 

UMKM 

H3: 

Pelayanan 

pajak 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak 

UMKM 

 

Hasil riset ini 

adalah terdapat 

pengaruh insentif 

pajak, saksi pajak, 

dan pelayanan 

pajak terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak UMKM, 

yang artinya 

bahwa insentif 

pajak, sanksi 

pajak, dan 

pelayanan pajak 

dapat 

meningkatkan 

kepatuhan wajib 

pajak UMKM. 
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5 Pengaruh Sistem 

E-Filling, 

Pemahaman 

Perpajakan, Dan 

Sanksi 

Perpajakan 

Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Umkm 

(Studi Kasus Pada 

Pelaku UMKM 

Di Kecamatan 

Brangsong 

Kendal). 

(Wulandini & 

Srimindarti, 

2023) 

Dependen: 

• Kepatuhan 

Wajib Pajak 

UMKM 

Independen:  

• E-Filling 

• Pemahaman 

Perpajakan 

• Sanksi 

Perpajakan  

H1: Sistem E-

filling 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak 

H2: 

Pemahaman 

perpajakan 

berpengaruh 

posistif 

terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak 

H3: Sanksi 

perpajakan 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak 

Hasil penelitian 

menunjukan 

bahwa Sistem E-

filling 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM. 

Pemahaman 

Perpajakan tidak 

berpengaruh 

terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM. 

Sanksi perpajakan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM. 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Pengetahuan pajak merupakan salah satu faktor atau elemen penting dalam 

penerapan sistem kepatuhan pajak secara sukarela dan juga menentukan perilaku 

wajib pajak dalam kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan self assessment 

system. Berdasarkan teori atribusi, pengetahuan pajak merupakan salah satu 
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penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam 

melaknakan kewajiban perpajakannya. Dapat disimpulkan bahwa seorang wajib 

pajak cenderung mematuhi peraturan perpajakan apabila memiliki pengetahuan 

perpajakan. Sebaliknya seorang wajib pajak cenderung tidak mematuhi peraturan 

perpajakan apabila tidak memiliki dasar pengetahuan tentang pajak yang memadai. 

 Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Putra (2020) menjelaskan 

bahwa variabel pengetahuan pajak terdapat pengaruh positif baik secara parsial 

maupun secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian 

diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

2.4.2 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

 Pemahaman pajak merupakan kemampuan wajib pajak untuk memahami, 

menentukan, dan menafsirkan peraturan perpajakan serta dapat melihat 

konsekuensi yang ada. Wajib pajak dapat memahami peraturan perpajakan setelah 

memiliki pengetahuan tentang perpajakan dan peraturan perpajakan (Ilham et al., 

2022). Berdasarkan teori atribusi, pemahaman waiib pajak terhadap perpajakan 

merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar pajaknya. Pemahaman pajak tersebut diyakini berada di bawah kendali 

pribadi diri sendiri.  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Wulandini & Srimindarti 

(2023) menjelaskan bahwa variabel pemahaman perpajakan tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berdasarkan penelitia yang dilakukan oleh 
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Caroline et al. (2023) pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H2: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

2.4.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Tehadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Kesadaran wajib pajak merupakan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi 

kewajibannya, termasuk kesediannya memberikan kontribusi terhadap pemerintah 

dalam kewajiban membayar pajak. Dikaitkan dengan teori atribusi, kesadaran wajib 

pajak merupakan salah satu unsur untuk memahami realitas dan bagaimana mereka 

bertindak atau berperilaku dalam menghadapi realitas. Namun tanpa disadari 

dengan adanya kesadaran wajib pajak merupakan  bentuk partisipasi yang bertujuan 

untuk mendorong pembangunan negara. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib 

pajak, maka pengetahun dan pemahaman juga semakin baik dalam pelaksanaan 

kewajiban perpajaknnya sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Riyanti & Sudarmawanti 

(2022) dan Pranandika & Jaeni (2023) menjelaskan bahwa variabel kesadaran 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, 

maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3:  Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.  
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2.4.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Sanksi adalah hukuman atas akibat suatu pelanggaran atau perbuatan tidak 

menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perpajakan, dengan 

adanya sanksi perpajakan maka wajib pajak akan patuh terhadap peraturan 

perpajakan (Muharani, 2015). Semakin tegas sanksi perpajakan yang diberikan 

kepada wajib pajak, maka semakin meningkatkan tingkat kepatuhan wajib terhadap 

kewajiban perpajaknnya. Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak merupakan faktor 

eksternal yang dapat mepengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban 

perpajakannya.  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Putra (2020), 

Andreansyah & Farina (2022), Pranandika & Jaeni (2023) dan Wulandini & 

Srimindarti (2023) menjelaskan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan uraian 

diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H4:  Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

2.5 Kerangka Penelitian 

 Dalam penelitian ini, model yang digunakan yaitu menggunakan empat 

variabel independen diantaranya pengetahuan pajak, pemahaman perpajakan, 

kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Dari 

variabel tersebut akan menghasilkan empat hipotesis. Adapun model penelitian 

dapat digambarkan sebagai berikut: 
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        (+)  

                                                       (+)    

           (+) 

       (+) 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Penelitian  

Pengetahuan Pajak (X1) 

Pemahaman Perpajakan (X2) 

Kesadaran Pajak (X3) 

Sanksi Pajak (X4) 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 



 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

kuantitatif eksplanatori. Penelitian kuantitatif eksplanatori adalah penelitian yang 

menjelaskan hubungan antar variabel yang mempengaruhi hipotesis penelitian 

sebagai upaya untuk memperkuat atau menolak hipotesis yang ada sebelumnya. 

Dilakukannya penelitian ini guna untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, 

pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM. 

3.2 Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah para pelaku UMKM mikro dan 

menengah di Kabupaten Grobogan. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 

36.393 unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan data 

dinkopukm.grobogan.go.id. pengambilan sampel dilakukan dengan pertimbangan 

bahwa populasi yang ada jumlahnya sangat besar, sehingga tidak mungkin seluruh 

populasi dijadikan sampel. Sampel tersebut didapatkan dengan perhitungan 

menggunaan rumus slovin, dengan tingkat kesalahan 10%. Tingkat kesalahan yang 

diambil 10% karena melihat populasi yang begitu besar yaitu 36.393 unit UMKM. 

Adapun perhitungan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus 

Slovin yaitu sebagai berikut: 

n = 
𝑁

1+𝑁(𝑒)2
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Keterangan: 

n  : Jumlah Sampel 

N : Ukuran Populasi 

e  : Error Tolerance 10% 

n = 
36.393

1+36.393(0,1)2
  

n = 99,725 dibulatkan 100 Sampel  

Berdasarkan perhitungan sampel diatas dengan mengunakan rumus slovin 

diketahui jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 

120 sampel UMKM di Kabupaten Grobogan untuk menjaga adanya kesalahan 

dalam pengisian. 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini 

adalah dengan menggunaan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan 

sampel yang dilakukan dengan cara memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu 

yang relevan dengan penelitian. Adapun kriteria sampel yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Responden dalam penelitian ini adalah pemilik atau yang ikut mengelola 

UMKM. 

2. Lokasi usaha di wilayah Kabupaten Grobogan. 

3. UMKM beroperasi secara aktif. 
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3.3 Sumber dan Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis data 

primer. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung yang 

sumbernya berupa jawaban kuisioner yang diisi oleh responden. Yang dimaksud 

responden pada penelitian ini yaitu para pelaku wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM) di wilayah Kabupaten Grobogan. Data primer ini berupa 

kuisioner yang akan disebarkan oleh peneliti yaitu sebanyak 120 sampel kepada 

para pelaku UMKM mikro dan kecil. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan kuisioner. Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan maupun 

pernyataan dan kemudian disebarkan secara online maupun offline. Online dengan 

cara menyebarkan link google form melalui media social seperti WhatsApp, 

Instagram, maupun Tiktok kepada para pelaku wajib pajak UMKM di wilayah 

Kabupaten Grobogan dan penyebaran secara offline dengan cara mendatangi 

langsung tempat usaha para pelaku wajib pajak UMKM di wilayah Kabupaten 

Grobogan untuk mengisi kuisioner yang telah dicetak. 

3.5 Variabel dan Indikator 

3.5.1 Definisi Operasional Variabel 

 Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan variabel dependen (terikat) dan 

variabel independen (tidak terikat). Variabel dependen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. sedangkan variabel independen yang 
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digunakan dalam penelitian ini yaitu pengetahuan pajak, pemahaman perpajakan, 

kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak. Definisi mengenai masing-masing 

variabel dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Kepatuhan wajib pajak merupakan suau 

keadaan dimana seorang wajib pajak siap memenuhi segala kewajiban 

perpajakannya. Wajib pajak yang patuh adalah orang yang mempunyai 

kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan 

peraturan yang berlaku (Putra, 2020). 

2. Pengetahuan Pajak (X1). Penegtahuan pajak merupakan kemampuan 

seorang wajib pajak dalam menegtahui perpajakan sesuai dengan peraturan 

perpajakan yang berlaku. Penegtahuan pajak dapat diperoleh melalui 

Pendidikan formal, pelatihan mmaupun sosialisasi (Damanjati, 2015). 

3. Pemahaman Perpajakan (X2). Pemahaman perpajakan merupakan salah 

satu cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk memahami mengenai 

peraturan dan prosedur dalam pajak serta dapat melaksanakannya dalam 

membayar pajak (S. S. Ningsih & Saragih, 2020). 

4. Kesadaran Wajib Pajak (X3). Kesadaran wajb pajak menggambarkan 

tindakan mengetahui dan memahami dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya yang dilandasi oleh pengetahuan perpajakan, seperti 

mengetahui pengertian, fungsi dan peranan pajak dalam suatu negara, 

memahami hak dan kewajiban wajib pajak (Riyanti & Sudarmawanti, 

2022). 
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5. Sanksi Pajak (X4). Sanksi pajak merupakan bentuk hukuman atas 

ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Dengan kata lain, sanksi pajak adalah sebagai alat pencegah agar wajib 

pajak tidak melanggar ketentuan perpajakannya (Wulandini & Srimindarti, 

2023). 

3.5.2 Indikator Pengukuran Variabel 

 Berikut ini merupakan rangkuman dari indikator pengukuran variabel yang 

digunakan untuk pembuatan kuisioner. 

Tabel 3.1 

Indikator Pengukuran Variabel 

No Variabel 

Penelitian 
Indikator Pengukuran Yang Digunakan 

Skala 

Pengukuran 

1 Kepatuhan 

Wajib Pajak 

(Y) 

Kepatuhan wajib pajak dalam: 

1. Mendaftarkan diri. 

2. Perhitungan dan pembayaran 

pajak terutang. 

3. Pembayaran tunggakan. 

4. Menyetorkan kembali Surat 

Pemberitahuan Pajak (SPT). 

Likert 

(Rahayu, 

2019) 

 

2 Pengetahuan 

Pajak (X1) 

Mengetahui tentang: 

1. Peraturan perpajakan melalui 

sosialisasi atau pelatihan pajak. 

2. Hak dan kewajiban perpajakan. 

3. Kepemilikan NPWP. 

4. Sanksi pajak apabila pajak tidak 

dibayar. 

Likert 

(Ilhamsyah, 

2016) 
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5. Perhitungan PKP, PTKP, dan 

tarif pajak. 

3 Pemahaman 

Perpajakan 

(X2) 

Pemahaman mengenai: 

1. Ketentuan umum perpajakan 

dan tata cara perpajakan. 

2. Sistem perpajakan. 

3. Tarif pajak. 

Likert 

(Ningsih & 

Saragih, 2020) 

4 Kesadaran 

Wajib Pajak 

(X3) 

1. Mengetahui adanya undang-

undang dan ketentuan 

perpajakan. 

2. Mengetahui fungsi pajak sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

3. Memahami bahwa kewajiban 

perpajakan harus dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

4. Memahami fungsi pajak untuk 

pembiayaan negara. 

5. Menghitung, membayar, dan 

melaporkan pajak dengan 

sukarela serta melaporkan pajak 

dengan benar. 

Likert 

(Muliari & 

Setiawan, 

2011) 

5 Sanksi Pajak 

(X4) 

1. Sanksi yang diberikan kepada 

wajib pajak harus jelas. 

2. Sanksi perpajakan tidak 

mengenal kompromi (not 

arbitrary), tidak ada toleransi. 

3. Sanksi yang diberikan 

hendaklah seimbang. 

Likert 

(Smith & 

Rahayu, 2010) 
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4. Hendaknya sanksi yang 

diberikan langsung memberikan 

efek jera. 

 Skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel 

tersebut dalam penelitian ini yaitu menggunakan skala likert dengan rincian sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2 

Skala Pengukuran variabel 

Keterangan Penjelasan Skor 

SS Sangat Setuju 5 

S Setuju 4 

N Netral 3 

TS Tidak Setuju 2 

STS Sangat Tidak Setuju 1 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Analisis Statistik Deskristif 

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

memberikan gambaran sebuah data dilihat dari nilai rata-rata atau mean, standar 

devisiasi, varian maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (Imam 

Ghozali, 2016). Statistik deskriptif biasanya digunakan untuk menggambarakan 

sebuah data sampel sebelum menggunakan teknik analisis statistik untuk menguji 

hipotesis.  
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3.6.2 Uji Kualitas Data 

3.6.2.1 Uji Validitas  

Menurut uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah valid atau 

tidaknya suatu kuisioner penelitian yang dilakukan. Suatu kuisioner 

dikatakan valid apabila pertanyaan yang ada dalam kuisioner mampu 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur dengan menggunakan kuisioner 

tersebut. Pada uji validitas ini dilakukan dengan membandingkan nilai r 

hitung dengan nilai r table untuk degree of freedom (df) = n-2, dalam hal ini 

n merupakan jumlah sampel. Berikut dengan kriteria pengujian validitasnya 

yaitu sebagai berikut: 

• Jika r hitung ≥ r tabel, maka pertanyaan-pertayaan dinyatakan valid. 

•  Jika r hitung ≤ r tabel, maka pertanyaan-pertanyaan dinyatakan tidak 

valid. 

3.6.2.2 Uji Reabilitas 

Menurut uji realibitas merupakan salah satu alat untuk mengukur 

suatu kuisioner penelitian yang merupakan salah satu indikator dari 

variabel. Uji realibitas juga digunakan menguji konsistensi data yang 

tersimpan selama periode waktu tertentu, misalnya untuk mengetahui 

sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat diandalkan. Pengukuran 

realibilitas dilakukan dengan menggunakan metode one shot (pengukuran 

sekali), yaitu pengukura yang dilakukan hanya satu kali dan setelah hasilnya 

diperoleh dibandingkan dengan pertanyaan atau ukuran korelasi lainnya 
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dengan jawaban atas pertanyaan. Teknik yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu Cornbach Alpha > 0,70 yang merupakan kontruk atau variabel yang 

dianggap reliabel. Untuk memudahkan perhitungan uji realibilitas ini yaitu 

dengan menggunakan alat computer degan program SPSS.  

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini, mkaa 

dilakukan pengujian asumsi klasik yaitu meliputi uji multikolonieritas, uji 

heterokedastisitas dan uji normalitas. 

3.6.3.1 Uji Multikolonieritas 

Menurut (Ghozali, 2018) uji multikolinearitas adalah pengujian 

yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi tersebut ditemukan 

korelasi antar variabel independent. Model regersi yang baik seharusnya 

tidak ada korelasi antar independent. Jika variabel-variabel bebas 

berkorelasi satu sama lain, maka variabel-variabel tersebut tidak berkorelasi 

orthogonal. Untuk mengetahui apakah terdapat multikolinearitas pada 

regresi terdiri dari pemekrisaan besarnya nilai VIF (Variance Inflation 

Factor) dan nilai toleransi. Kedua ukuran ini menunjukkan masing-masing 

variabel independent yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. 

Dalam artian, setiap variabel independent menejadi variabel dependen dan 

diregresi terhadap variabel independent lainnya. Toleransi mengukur 

variabilitas suatu variabel terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel 
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independen lainnya. Nilai yang digunakan untuk gejala multikolinearitas 

adalah sebagai berikut: 

• Jika nilai tolerance ˂ 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10, maka 

terjadi multikolonieritas. 

• Jika nilai tolerance > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10, maka 

tidak terjadi multikolonieritas. 

3.6.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut (Ghozali, 2018) uji heteroskedastisitas merupakan salah 

satu pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamamaan varians dari sisa suatu observasi pengamatan 

lainnya. Jika varian suatu observasi relative terhadap obervasi lainnya sama 

maka disebut homoskedastisitas, dan jika variannya berbeda maka disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang 

homoskedastisitas atau model yang tidak mengalami heteroskedastisitas. 

Unutk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan 

dengan menggunakan uji Glesjer. Uji Glesjer yaitu pengujian dengan cara 

meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independent. Nilai 

yang digunakan dalam pengujian heteroskedastisitas adalah sebagai berikut: 

• Jika nilai signifikansi > 0,05, maka tidak adanya gejala 

heteroskedastisitas. 

• Jika nilai signifikansi < 0,05, maka terdapat adanya gejala 

heteroskedastisitas. 
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3.6.3.3 Uji Normalitas 

Menurut (Ghozali, 2018) uji normalitas beryujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi variabel bebas dan variabel terikat atau 

keduanya berdistribusi normal atau tidak, variabel pengganggu atau 

variabell sisa berdistribusi normal. Model regresi yang baik mempunyai 

sebaran data yang normal untuk mendekati normal. Cara untuk mengetahui 

apakah residual berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan uji 

statistik non Parametrik Kolmogorov Smirnov (K-S) yang terdapat pada 

program SPSS. Teknik Kolmogornov Smirnov mempunyai kriteria sbagai 

berikut: 

• Jika nilai signifikasi > 0,05, maka datanya berdistribusi normal. 

• Jika nilai signifikasi < 0,05, maka datanya dinyatakan tidak 

berdistribusi normal. 

3.6.4 Pengujian Hipotesis 

 Pengujian hipotesis merupakan metode pengambilan keputusan 

berdasarkan analisis data. Dalam statistik, yaitu suatu hasil yang dapat dianggap 

signifikan secara statistik. 

3.6.4.1 Uji Regresi Linear Berganda 

Menurut (Ghozali, 2018) uji regresi linear berganda merupakan 

salah satu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh beberapa 

variabel independent terhadap suatu variabel dependen. Model analisis 

regresi linear berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan dan 
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pengaruh masing-masing variabel independent terhadap variabel dependen. 

Berikut model persamaan pengujian regresi linear berganda yaitu sebagai 

berikut: 

Y= α + β1X1 + β2X2 +β3X3 + β4X4 + e 

Keterangan: 

Y  : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

 α   : Konstata 

β1β2β3β4 : Koefisien Regresi 

X1  : Pengetahuan Pajak 

X2  : Pemahaman Perpajakan 

X3  : Kesadaran Wajib Pajak 

X4  : Sanksi Pajak 

 e  : Error 

 3.6.4.2 Uji Simultan (Uji F) 

Menurut (Ghozali, 2018) uji simultan atau uji f digunkan untuk 

mengetahui apakah variabel independent secara bersama-sam 

mempengaruhi variabel dependen dan untuk mengukur keakuratan fungsi 

regresi sampel dalam menafsir nilai yang sebenarnya melalui goodness of 

fit. Goodness of fit dapat diukur dengan membandingkan nilai F hitung 

dengan nilai F tabel. Hipotesis akan diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Jika 
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nilai signifikansi < 0,05, maka hipotesis diterima yang artinya terdapat 

pengaruh yang signifikan antara variabel independent dengan variabel 

dependen. Dan sebaliknya Jika nilai signifikansi > 0,05, maka hipotesis 

ditolak yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 

independent dengan variabel dependen. 

 3.6.4.3 Uji Koefisisen Determinasi (𝑅2) 

Menurut (Ghozali, 2018) koefisien determinasi pada dasarnya 

mengukur sejauh mana model mampu menjelaskan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasinya yaitu antara nol dan satu. Nilai 

koefisien determinasi yang kecil menunjukkkan bahwa kemampuan 

variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel sangat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel independent memberikan hamper 

seluruh informasi yang diperlukan untuk memprediksi perubahan variabl 

dependen. Namun penggunaan koefisien kelemahan memiliki kelemahan, 

yaitu adanya suatu bias terhadap jumlah variabel independent yang 

dimasukkan dalam model. Untuk menghindari bias tersebut digunakan nilai 

adjusted 𝑅2, Dimana nilai adjused 𝑅2 dapat bertambah atau berkurang jika 

ditambahkan variabel independent. 

3.6.4.4 Uji Parsial (Uji t) 

Menurut (Ghozali, 2018) uji t merupakan pengujian yang digunakan 

untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independent terhadap 

variabel dependen. Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel 



 

41 
 

independent terhadap variabel dependen diuji pada tingkat signifikansi α = 

005 yag berarti kemungkinan dan kebenarannya. Berdasakan kesimpulan 

yang diambil mempunyai probabilitas 95% atau torensi 5%. Berikut kriteria 

pengambilan keputusan diterima atau ditolaknya hipotesis yaitu sebagi 

berikut: 

• Jika nilai signifikansi < 0,05, maka hipotesis diterima atau variabel 

independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. 

• Jika nilai signifikansi > 0,05, maka hipotesis ditolak atau variabel 

independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. 



 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Kabupaten Grobogan merupakan salah satu kabupaten yang secara 

geografis berada di bagian timur dan berada di jalur  tengah Provinsi Jawa Tengah, 

terletak diantara 110o15’ BT – 111o25’ BT dan 7o LS - 7o30’LS  dengan batas-batas 

wilayah sebelah barat Kabupaten Semarang dan Demak, sebelah utara Kabupaten 

Kudus, Pati dan Blora, sebelah timur Kabupaten Blora, dan sebelah Selatan  

Kabupaten Ngawi, Sragen, Boyolali, dan Semarang. Dengan luas wilayah kurang 

lebih 1.975,86 Km2, membentang dari arah barat ke timur sepanjang + 83 km dan 

dari utara ke selatan + 37 km. Kabupaten Grobogan yang beribukota di Purwodadi 

merupakan kabupaten terluas ke-2 di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan secara 

administrasi Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 kecamatan, 273 desa dan 7 

kelurahan (DPMPTSP, 2025).  

Objek dalam penelitian ini adalah para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) di Kabupaten Grobogan yang tesebar di 19 kecamatan yang 

ada di Kabupaten Grobogan. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 36.393 unit 

UMKM di Kabupaten Grobogan. teknik pengambikan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode purposive sampling sesuai 

kriteria yang telah ditentukan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 

penyebaran kuesioner sebanyak 120 yang dilakukan menggunakan metode secara 

online maupun offline. Online dengan cara menyebarkan link google form melalui 
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media social dan offline dengan car mendatangi secara langsung tempat usaha para 

pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Grobogan. Berdasarkan kriteria yang ttelah 

ditentukan maka diperoleh data dari pengiriman dan pengelolaan data koesioner 

dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Rincian Penyebaran Kuesioner 

Keterangan Jumlah Persentase 

Kuesioner yang disebarkan 120 100% 

Kuesioner yang tidak sesuai 8 6,67% 

Kuesioner yang tidak kembali/tidak terisi 12 10% 

Kuesioner yang dapat diolah 100 83,33% 

 Sumber: Data primer yang diolah 2025 

Kuesioner yang disebarkan dalam penelitian ini berjumlah 120, dimana 

koesioner yang tidak sesuai sebanyak 8 kuesioner dan kuesioner yang tidak kembali 

maupun tidak terisi sebanyak 12 kuesioner dikarenakan para pelaku tidak 

mengetahui maksud dari kuesoner tersebut. Dari 120 kuesioner tersebut, terdapat 

100 kuesioner yang dapat diolah dan diisi secara lengkap oleh responden dengan 

berbagai gambaran seperti umur, jenis kelamin, jenis usaha, lama usaha, dan omzet 

usaha dalam sebulan yang dapat dilihat pada berikut ini: 
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Tabel 4.2 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur 

 Sumber: Data primer yang diolah 2025 

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa responden dengan usia 

21-30 tahun sebanyak 40 responden dengan persentase sebesar 40%, kemudian 

responden dengan usia 31-40 tahun sebanyak 43 responden dengan persentase 

sebesar 43%, dan responden dengan usia lebih dari 40 tahun sebanyak 17 responden 

dengan persentase sebesar 17%. 

Tabel 4.3 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Sumber: Data primer yang diolah 2025  

Berdasarkan tabel 4.3 klasifikasi responden berdasarakan jenis kelamin di 

atas dapat disimpulkan dari 100 responden, jumlah responden didominasi oleh 

perempuan sebanyak 68 responden dengan persentase 68%, sedangkan responden 

yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah sebanyak 32 responden dengan 

persentase 32%. 
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Tabel 4.4 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Usaha 

     Sumber: Data primer yang diolah 2025 

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa 100 responden dengan 

jenis usaha dagang sebanyak 67 responden dengan persentase sebesar 67%, 

kemudian responden dengan jenis usaha sebanyak 21 responden dengan persentase 

sebesar 21%, dan responden dengan jenis usaha lainnya sebanyak 12 responden 

dengan persentase sebesar 12%. 

Tabel 4.5 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Lama Usaha 

  Sumber: Data primer yang diolah 2025 

Berdasarkan tabel 4.5 klasifikasi responden berdasarkan lama usaha 

diketahui bahwa responden dengan lama usaha kurang dari 1 tahun sebanyak 14 

responden dengan persentase sebesar 14%, selain itu responden dengan lama usaha 
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1 sampai 3 tahun sebanyak 15 responden dengan persentase sebesar 15%, adapun 

responden dengan lama usaha 3 sampaai 5 tahun sebanyak 20 responden dengan 

persentase 20%, dan responden dengan lama usaha lebih dari 5 tahun sebanyak 51 

responden dengan persentanse 51%. 

Tabel 4.6 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Omzet 

 Sumber: Data primer yang diolah 2025 

Berdasarkan tabel 4.6 klasifikasi responden berdasarakan omzet di atas 

dapat disimpulkan dari 100 responden, jumlah responden didominasi oleh 

responden dengan omzet kurang dari 25.000.000 per bulan sebanyak 67 responden 

dengan persentase 67%, sedangkan responden dengan omzet 25.000.000 sampai 

dengan 208.000.000 per bulan sebanyak 33 responden dengan persentase 33%. 

4.2 Analisis Data 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif merupakan statistik yang bertujuan menggambarkan data 

sampel yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui nilai maksimum, nilai 

minimum, nilai rata-rata mean dan standar deviasi dari masing-masing variabel. 

Dalam penelitian ini statistic deskriptif memberi gambaran keterangan dari variabel 
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dependen yaitu kepatuhan wajib pajak, dengan variabel independen yaitu 

pengeahuan pajak, pemahaman perpajakan,kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. 

hasil statistik deskriptif setiap variabel dapa dilihan pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 

Statistik Deskriptif 

 

Sumber: Output SPSS 25, 2025 

Berdasarkan tabel 4.7 hasil analisis statistik deskriptif yaitu N merupakan jumlah 

data yang diolah dalam penelitian ini sebanyak 100 data, data tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Variabel Pengetahuan Pajak hasil dari analisis statistik deskriptif ini 

menunjukan nilai mean atau rata-rata sebesar 18,47. Kemudian memiliki 

nilai minimum yaitu sebesar 10 dan nilai maksimum sebesar 25. Sedangkan 

untuk nilai dari standar deviasi sebesar 3.347.  

2. Variabel Pemahaman Perpajakan hasil dari analisis statistik deskriptif ini 

menunjukan nilai mean atau rata-rata sebesar 19,14. Kemudian memiliki 
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nilai minimum yaitu sebesar 13 dan nilai maksimum sebesar 25. Sedangkan 

untuk nilai dari standar deviasi sebesar 2,697.  

3. Variabel Kesadaran Wajib Pajak hasil dari analisis statistik deskriptif ini 

menunjukan nilai mean atau rata-rata sebesar 20,20. Kemudian memiliki 

nilai minimum yaitu sebesar 14 dan nilai maksimum sebesar 25. Sedangkan 

untuk nilai dari standar deviasi sebesar 2,863.  

4. Variabel Sanksi Pajak hasil dari analisis statistik deskriptif ini menunjukan 

nilai mean atau rata-rata sebesar 20,77. Kemudian memiliki nilai minimum 

yaitu sebesar 11 dan nilai maksimum sebesar 25. Sedangkan untuk nilai dari 

standar deviasi sebesar 2,863.  

5. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak hasil dari analisis statistik deskriptif ini 

menunjukan nilai mean atau rata-rata sebesar 19,96. Kemudian memiliki 

nilai minimum yaitu sebesar 13 dan nilai maksimum sebesar 25. Sedangkan 

untuk nilai dari standar deviasi sebesar 2,636.  

4.2.2 Uji Kualitas Data 

 4.2.2.1 Uji Validias 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid apabila nilai r hitung lebih 

besar dari r tabel atau dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 dengan 

kebebasan (Degree of freedom) dalam penelitian ini df = n -2 dengan 

ketentuan n (jumlah responden) adalah 100 responden, jadi besarnya df = 

100 – 2 = 98 dengan sig. 0,05 (5%). Maka di dapat nilai r tabel sebesar 

0,196. Berikut hasil pengujian validitas dalam penelitian ini: 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Item 

Pertanyaan 

r Hitung  r Tabel Keterangan 

Pengetahuan 

Pajak (X1) 

X1.1 

X1.2 

X1.3 

X1.4 

X1.5 

0,847 

0,739 

0,809 

0,781 

0,718 

 

 

0,196 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Pemahaman 

Perpajakan 

(X2) 

X2.1 

X2.2 

X2.3 

X2.4 

X2.5 

0,761 

0,749 

0,777 

0,729 

0,676 

 

 

0,196 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Kesadaran 

Wajib Pajak 

(X3) 

X3.1 

X3.2 

X3.3 

X3.4 

X3.5 

0,588 

0,713 

0,722 

0,734 

0,724 

 

 

0,196 

 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sanksi 

Pajak (X4) 

X4.1 

X4.2 

X4.3 

X4.4 

X4.5 

0,756 

0,862 

0,834 

0,724 

0,760 

 

 

0,196 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

(Y) 

Y1 

Y2 

Y3 

Y4 

Y5 

0,708 

0,696 

0,726 

0,707 

0,809 

 

 

0,196 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 Sumber: Output SPSS 25, 2025 

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa seluruh 

pernyataan untuk variabel memiliki status valid, karena nilai r hitung > r 

tabel. 

 4.2.2.2 Uji Reabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui kestabilan dan 

konsistensi responden dalam menjawab pertanyaan suatu kuesioner. Dalam 
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penelitian ini menggunakan Cronbach’s alpha, dimana suatu instrumen 

dikatakan reliabel apabila skornya > 0,70 dan tidak reliabel apabila skornya 

< 0,70. Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Reabilitas 

Variabel Batas Skor > 

0,70 

Cronbach 

Alpha 

Keterangan 

Pengetahuan 

Pajak (X1) 

0,70 0,840 Reliabel 

Pemahaman 

Perpajakan (X2) 

0,70 

 

0,791 

 

Reliabel 

Kesadaran Wajib 

Pajak (X3) 

0,70 0,734 Reliabel 

Sanksi Pajak 

(X4) 

0,70 0,847 Reliabel 

Kepatuhan 

Wajib Pajak (Y) 

0,70 0,781 Reliabel 

 Sumber: Output SPSS 25, 2025 

Berdasarkan tabel hasil uji validitas diatas dapat disimpulkan bahwa 

seluruh nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,70. Hal ini menunjukkan 

bahwa data yang diuji dalam penelitian reliabel, sehingga dapat digunakan 

sebagai instrumen penelitian. 

4.2.3 Uji Asumsi Klasik 

 4.2.3.1 Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Uji 

multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation 

Factor (VIF). Jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10 dan nilai 

Tolerance > 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari 
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multikolonieritas. Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Multikolonieritas 

 

Sumber: Output SPSS 25, 2025 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel Pengetahuan 

Pajak, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak 

memiliki nilai Tolerance > 0,1 dan VIF < 10. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi multikolonieritas. 

 4.2.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mendeteksi adanya didalam 

regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengujian ke 

pengujian lain. Kriteria pengambilan keputusan adalah dengan nilai 

signifikansi > 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut ini adalah 

hasil uji heterokedastisitas: 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

            Sumber: Output SPSS 25, 2025 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi > 

0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

 4.2.3.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah suatu variabel 

pengganggu atau variabel residu dalam suatu model regresi berdistribusi 

normal. Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan uji 

Kolmogorov-Smirnov dengan tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai 

signifikansi > 0,05 maka datanya berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai 

signifikansi < 0,05 maka datanya dinyatakan tidak berdistribusi normal. 

Berikut adalah hasil uji normalitas: 
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Tabel 4.12 

Hasil Uji Normalitas 

 

  Sumber: Output SPSS 25, 2025 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 

Asymp. 2 tailed adalah 0,185. Karena nilai signifikansi > 0,05 maka data 

tersebut berdistribusi normal. 

4.2.4 Pengujian Hipotesis 

 4.2.4.1 Uji Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi bertujuan untuk meneliti bagaimana hubungan 

antara variabel bebas dan terikat. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel 

terikat dan empat variabel bebas, sehingga regresi yang digunakan adalah 

regresi linier berganda. Untuk mengetahui bagaimana hubungan linier yang 

terjadi, maka perlu diketahui persamaan garis regresinya. Hasil uji regresi 

linier berganda adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.13 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Sumber: Output SPSS 25, 2025 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel diatas, dapat diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 5,955 + 0,399X1 + 0,255X2 - 0,298X3 + 0,375X4 + e 

Berdasarkan uji regresi yang dilakukan didapatkan persamaan 

regresi sebagai berikut: 

1. Nilai Konstanta menunjukkan nilai sebesar 5,955 yang berarti bahwa 

tanpa ada variabel pengetahuan pajak, pemahaman perpajakan, 

kesadaraan wajib pajak, dan saksi pajak, maka besarnya kepatuhan 

wajib pajak UMKM akan menurun sebesar 5,955. 

2. Nilai koefisien variabel pengetahuan pajak sebesar 0,399 yang berarti 

terdapat hubungan positif antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan 

wajib pajak, semakin tinggi pengetahuan pajak maka semakin tinggi 

kepatuhan wajib pajak pada para pelaku UMKM.  
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3. Nilai koefisien variabel pemahaman perpajakan sebesar 0,255 yang 

berarti terdapat hubungan positif antara pengetahuan pajak dengan 

kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi pengetahuan pajak maka 

semakin tinggi kepatuhan wajib pajak pada para pelaku UMKM. 

4. Nilai koefisien variabel Kesadaran wajib pajak sebesar -0,298 yang 

berarti terdapat hubungan negatif antara kesadaran wajib pajak dengan 

kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka 

semakin menurun kepatuhan wajib pajak pada para pelaku UMKM. 

5. Nilai koefisien variabel sanksi pajak sebesar 0,375 yang berarti terdapat 

hubungan positif antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak, 

semakin tinggi sanksi pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak 

pada para pelaku UMKM. 

 4.2.4.2 Uji Simultan (Uji F)  

Uji simultan (F) bertujuan apakah semua variabel independen secara 

simultan berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan. Hasil 

output uji simultan (Uji F) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 
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   Sumber: Output SPSS 25, 2025 

Berdasarakan tabel diatas didapatkan baha nilai F statistik sebesar 

57,561% bertanda positif dengan nilai signifikansi 0,000 yang berarti lebih 

kecil dari 0,05, maka hipotesis yang menyatakan pengetahuan pajak, 

pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara 

ersama-sama mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM. 

4.2.4.3 Uji Koefisien Determinasi  

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar 

kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen dalam model 

regresi yang dinyatakan dalam persen (%). Hasil output uji koefisien 

determinasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

  Sumber: Output SPSS 25, 2025 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel diatas 

menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,696 atau 69,6% yang 
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artinya 69,6% kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh variabel 

pengetahuan pajak, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan 

sanksi pajak. sisanya sebesar 30,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar 

penelitian ini. 

4.2.4.4 Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial (uji t) digunakan untuk menunjukkan seberapa besar 

pengaruh variabel independen secara individual menjelaskan variasi 

variabel dependen. Hasil output uji parsial dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Parsial (Uji t) 

 

     Sumber: Output SPSS 25, 2025 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil uji parsial adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

berdasarkan tabel diatas, didapatkan bahwa veriabel pengetahuan 

pajak memiliki t hitung sebesar 5,518 lebih besar dari t tabel sebesar 
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1,985 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. 

Dengan demikian, maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa 

H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya pengetahuan pajak berpengaruh 

posititf dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 

2. Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak. berdasarkan tabel diatas, didapatkan bahwa variabel 

pemahaman perpajakan memiliki t hitung sebesar 2,673 lebih besar 

dari t tabel sebesar 1,985 dan nilai signifikansi sebesar 0,009 lebih 

kecil dari 0,05. Dengan demikian, maka hipotesis kedua H0 ditolak 

dan H2 diterima. Artinya pemahaman perpajakan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 

3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak. berdasarkan tabel diatas, didapatkan bahwa variabel 

kesadaran wajib pajak memiliki t hitung sebesar -3.478 lebih kecil 

dari t tabel sebesar 1,985 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih 

kecil dari 0,05. Dengan demikian, maka hipotesis ketiga H0 ditolak 

dan H3 diterima. Artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 

4. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

berdasarkan tabel diatas, didapatkan bahwa variabel sanksi pajak 

memiliki t hitung sebesar 5.318 lebih besar dari t tabel sebesar 1,985 

dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan 

demikian, maka hipotesis keempat H0 ditolak dan H4 diterima.  
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Artinya sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM. 

4.3 Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis, maka pembahasan mengenai penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

4.3.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

UMKM 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan 

pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 

di Kabupaten Grobogan. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar 5,518 

lebih besar dari 1,985 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan 

teorti atribusi, penegtahuan pajak dapat diatribusikan sebagai faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan ajib pajak UMKM. Pengetahuan pajak yang baik dapat 

membantu wajib pajak UMKM dalam memahami kewajiban pajak, menghindari 

kesalahan dan dapat meningkatkan kepatuhan. Oleh karena itu, penting untuk 

meningkatkan penegtahuan pajak kepada wajib pajak UMKM agar dapat lebih 

patuh dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Putra (2020) dan Yanti Dama & Wijaya (2023) yang menyatakan bahwa 

pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat 
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dipengaruhi oleh pengetahuan pajak yang dimiliki dari masing-masing para pelaku 

wajib pajak UMKM. 

4.3.2 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

UMKM 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman 

perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM di Kabupaten Grobogan. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar 

2,673 lebih besar dari 1,985 dan nilai signifikansi 0,009 lebih kecil dari 0,05. 

Berdasarkan teori atribusi, pemahaman perpajakan juga menjadi salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat 

pemahaman perpajakan maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak 

UMKM. Adapun faktor yang dapat mendorong wajib pajak UMKM dalam 

meningktkan pemahaman perpajakan adalah dengan adanya pendidikan maupun 

pelatihan terkait tentang perpajakan, serta memberikan informasi yang akurat dan 

lengkap tentang perpajakan sehingga dapat membatu meningkatkan pemahaman 

perpajakan bagi wajib pajak UMKM.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Caroline et al. (2023) yang mentakan bahwa pemahaman perpajakn berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa jika 

wajib telah memahami tentang perpaajakan maka aakan terjadi tingkat kepatuhan 

wajib pajak UMKM.   
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4.3.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

UMKM 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib 

pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 

di Kabupaten Grobogan. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar -3,478 

lebih besar dari 1,985 dan nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan 

teori atribusi, kesadaran wajib pajak dapat dissebakan oleeh faktor-faktor interna 

maupun eksternal. Adapun pengaruh rendahnya kesadaran wajib pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak seperti kurangnya kepedulian terhadap kewajiban pajak, 

ketidakpatuhan waji pajak dalam memenuhi kewajiba pajak, dan kurangnya 

partisipasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Riyanti & Sudarmawanti (2022) dan Pranandika & Jaeni (2023) yang menyatakan 

bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM. Hal ini menunukkan bahwa wajib pajak yang semakin sadar tentang 

kewajiban pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan begitupun 

sebaliknya.  

4.3.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di 

Kabupaten Grobogan. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar 5,318 lebih 

besar dari 1,985 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan teori 

atribusi, dengan adanya sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 



 

62 
 

dengan sanksi pajak para wajib pajak akan lebih sadar dengan adanya diterapkan 

konsekuensi yang tidak memenuhi kewajiban pajak. selain itu sanksi pajak dapat 

memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban wajib pajak UMKM. Leh 

karena itu penting untuk menerapkan sanksi pajak yang efektif untuk meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak UMKM. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Putra (2020), Pranandika & Jaeni (2023), dan Andreansyah & Farina (2022) yang 

menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhada 

kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya sanksi 

pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.  

  



 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu 

mengenai pengaruh pengetahuan pajak, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib 

pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten 

Grobogan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dari hasil pengujian bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Grobogan. 

Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dapat meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.  

2. Dari hasil pengujian bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Grobogan. 

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dapat meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.  

3. Dari hasil pengujian bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Grobogan. 

Hal ini menunjukkan bahwa apabila kesadaran wajib pajak mengalami 

kenaikan maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan mengalami penurunan 

dalam membayar pajak. 

4. Dari hasil pengujian bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Grobogan. Hal ini 
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menunjukkan bahwa sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak UMKM dalam membayar pajak. 

5.2 Implikasi 

 Berdasarkan hasil analisis pembahasan dan kesimpulan yang telah 

disajikan, maka implikasi yang dapat diperoleh berdasarkan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti dapat menjadikan dasar 

untuk melakukan penelitian yang lain, seperti menambahkan variabel-

variabel lain diluar variabel yang sudah diteliti yang dapat mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak. 

2. Bagi pemerintah, diharapkan dapat dijadikan sebagai bentuk evaluasi terkait 

kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Grobogan seperti membuat 

program-program atau strategi-strategi agar wajib pajak UMKM patuh 

terhadap pajak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

 Pada penelitan ini tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan yang 

menyebabkan hasil penelitian ini dapat digeneralisasi sehingga menjadi 

keterbatasan dalam hasil penelitian ini seperti dalam teknik pemilihan sampel yang 

digunakan kurang tepat, dimana teknik yang digunakan yaitu teknik purposive 

sampling yang kriteria sampel masih bersifat umum dan kurang mendetail.  
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5.4 Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu menambahkan variabel dan 

jumlah sampel penelitian yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM. Dikarenakan pajak UMKM juga menjadi salah satu sumber 

pendapatan terbesar di negara. 

• Bagi para pelaku UMKM diharapkan mampu meningkatkan 

pemahaman tentang peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia 

seperti kewajiban para wajib pajak UMKM untuk membayar pajak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
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